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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN INTERNAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN KABUPATEN PONOROGO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PONOROGO,

bahwa untuk mendukung optimalisasi pelayanan di Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Bantarangin maka diperlukan penguatan kelembagaan yang
memberikan kesempatan bagi tenaga profesional yang
memiliki integritas dan kompetensi untuk dapat mengabdi;

bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin
Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2023 telah
diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 11 Tahun
2024;

bahwa Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2023
tentang Peraturan Internal pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten
Ponorogo perlu untuk direviu dan dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 41
Tahun 2023 tentang Peraturan Internal pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin
Kabupaten Ponorogo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1965 tentang
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Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6887);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lebaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2023 Nomor 7);
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11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 151 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 151);

12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Umum Daerah Bantarangin pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023
Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Ponorogo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit
Umum Daerah Bantarangin pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024
Nomor 11};

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 41 Tahun 2023 tentang
Peraturan Internal pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023
Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN
INTERNAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH BANTARANGIN KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dihapus, ayat (2) diubah dan
ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (4) dan ayat (5),
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1) Dihapus.
(2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Standar Kompetensi Direktur:

a. mempunyai kemampuan dan keahlian dalam bidang
manajemen kesehatan/ manajemen rumah sakit;
berprofesi dokter/dokter gigi;

c. berpangkat minimal Pembina (IV/a) bagi yang berstatus
PNS;

d. berpengalaman di bidang perumahsakitan dan/ atau

menjabat sebagai Kepala Puskesmas minimal 3 (tiga)
tahun; dan

e. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan Rumah Sakit.
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(4) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan profesionalisme
kelembagaan BLUD RSUD, Direktur dapat diangkat berasal
dari tenaga profesional.

(5) Dalam hal Direktur berasal dari tenaga profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Sub Bagian
yang membidangi keuangan, ditunjuk sebagai Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 Januari 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 24-01-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 13.
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